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Abstract. This article discusses the implementation of adequate accommodation policies for students with 

disabilities at the University of Muhammadiyah Jakarta. The purpose of this study is to determine the 

implementation of adequate accommodation policies for students with disabilities at the University of 

Muhammadiyah Jakarta. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach and uses 

the theory of Edward III. The result of this study is that the University of Muhammadiyah Jakarta has implemented 

the regulation, but it has not run optimally because there are several obstacles such as infrastructure that has 

existed long before the entry of students with disabilities, limited budget devoted to disability infrastructure, and 

there has been no special training for staff / employees so that it has not produced excellent service for students 

with disabilities. 
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Abstrak. Artikel ini membahas tentang implementasi kebijakan akomodasi yang layak untuk peserta didik 

penyandang disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

Implementasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Di Universitas 

Muhammadiyah Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif dan menggunakan teori Edward III. Hasil penelitian ini adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta 

sudah menjalankan regulasi tesebut, namun belum berjalan secara optimal dikarenakan terdapat beberapa 

hambatan seperti infrastruktur yang sudah ada jauh sebelum masuknya mahasiswa disabilitas, terbatasnya 

anggaran yang dikhususkan untuk sarana prasarana disabilitas, dan belum adanya pelatihan khusus bagi 

staf/karyawan sehingga belum menghasilkan pelayanan prima untuk mahasiswa disabilitas. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Akomodasi, Penyandang Disabilitas 

 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan adalah salah satu hal yang paling penting untuk suatu negara menghadapi 

persaingan global, oleh karena itu pada bidang pendidikan harus dapat melahirkan generasi 

yang unggul. Di Negara Indonesia, pendidikan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 3 menjelaskan bahwasannya 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
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menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada BAB III tentang Prinsip 

Penyelenggara Pendidikan pada Pasal 4 ayat (1) bahwasannya Pendidikan diselenggarakan 

secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak 

Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

Tujuan Pembangunan Bersama atau biasa disebut dengan Sustainable Development 

Goals (SDGs) yaitu sebagai agenda global 2030 yang memiliki tujuan untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Setiap negara yang ikut merumuskan 

SDGs wajib memastikan tidak ada siapapun yang tertinggal (no one left behind) pada agenda 

pembangunan bersama ini. Di Negara Indonesia sudah terdapat Undang-Undang yang 

mengatur tentang Penyandang Disabilitas yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang kehilangan fungsi organ tubuhnya atau 

yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental yang dimana hal tersebut dapat menghambat 

ataupun kesulitan untuk berpartisipasi penuh dengan masyarakat lainnya sehingga 

membutuhkan bantuan sarana dan prasarana khusus untuk menunjang aktivitas kesehariannya. 

Penyandang disabilitas memiliki hak penuh untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan 

orang lain. 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 

Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 

5 ayat (1) dan (2) bahwasannya Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana sesuai 

dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus yang harus memenuhi prinsip 

kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. 

Sejalan dengan pernyataan diatas, pemerintah Negara Indonesia sudah mengeluarkan 

regulasi yang sejalan terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana berupa akomodasi yang 

layak untuk peserta didik penyandang disabilitas yaitu Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik 

Penyandang Disabilitas. Dalam regulasi tersebut, terdapat pada BAB II tentang Penyediaan 

Akomodasi Yang Layak pada Pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa penyediaan sarana dan 

prasarana melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi 

aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Salah satu Perguruan Tinggi yang menerima mahasiswa penyandang disabilitas adalah 

Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Jakarta 

telah menerima mahasiswa penyandang disabilitas sebanyak 16 orang, terdapat di empat 
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fakultas diantaranya pada Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Dalam pengimplementasi kebijakan tersebut terdapat permasalahan di Universitas 

Muhammadiyah Jakarta yang masih terbilang sangat minim dalam penyediaan infrastruktur 

seperti belum tersedianya toilet disabilitas, lahan parkir khusus mahasiswa disabilitas, guiding 

block yang belum tersedia, belum tersedianya peta atau denah kampus yang timbul. 

Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Akomodasi 

Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Universitas Muhammadiyah 

Jakarta”. 

 

LANDASAN TEORI 

Kebijakan Publik 

Secara etimologis, istilah kebijakan (policy) berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani 

(Greek) yang berarti (negara kota). Dalam bahasa latin, berubah menjadi politia yang berarti 

negara, dan akhirnya dalam bahasa Inggris lama (the middle English), yaitu menjadi Policie, 

yang berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah dalam (Dunn, 1981: 7) 

(Abidin, 2016). Menurut Agustino (2017:17) dalam (Sawir, 2021)mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan 

atau sesuatu hal yang diperhatikan. 

Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Edward III (1980) dalam (Dr. Syahruddin, 2018) menyatakan bahwa 

implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan kebijakan antara pembentukan 

kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang 

dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat untuk mengurangi masalah yang merupakan 

sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun 

kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik, bahkan kebijakan yang cemerlang di 

implementasikan dengan kurang baik, cenderung akan mengalami kegagalan untuk mecapai 

tujuan tersebut. Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan model George C. 

Edward III sebagai berikut : 

1. Komunikasi 

Edward III menyatakan bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Menurut Edward III yang dikutip dalam 

Widodo (2010:97) dalam (Dr. Syahruddin, 2018), komunikasi kebijakan mempunyai beberapa 
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dimensi yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, antara lain 

transmisi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsisten (consistency). 

2. Sumber Daya 

Sumber daya menjadi salah satu hal terpenting lainnya dalam mengimplementasikan 

kebijakan yang baik. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh sehingga sumber daya dapat 

berjalan dengan baik, yakni staff, informasi, wewenang, dan fasilitas. 

3. Disposisi 

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin berjalan efektif, maka para pelaksana 

kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki 

kemampuan yang kompetensi untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi 

penyimpangan. 

4. Struktur Birokrasi 

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan maka perlu diadakannya struktur 

organisasi, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan itu 

sendiri. Menurut Edward III, yang dapat membantu untuk keberhasilan kinerja struktur 

birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik yaitu membuat Strandard Operational 

Procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi. 

Akomodasi Yang Layak 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 menjelaskan 

bahwa akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan 

untuk menjamin penikmatan dan pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan 

fundamental untuk penyandang disabilitas dengan berdasarkan kesetaraan. Penyediaan 

akomodasi yang layak memiliki tujuan untuk menjamin terselenggaraannya dan/atau 

terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas. 

Aksesibilitas 

Aksesibilitas dapat didefinisikan sebagai tingkat kemudahan yang diperoleh oleh 

individu terhadap suatu objek, pelayanan, ataupun lingkungan. Sehingga kemudahan untuk 

menggunakan sarana prasarana yang diberikan untuk penyandang disabilitas diantaranya 

bentuk kesamaan kesempatan untuk menikmati fasilitas yang sudah disediakan. Aksesibilitas 

yang dimaksud yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan segala bentuk 

kemudahan khususnya bagi para mahasiswa penyandang disabilitas untuk mendapatkan 

haknya dalam mengakses pendidikan lebih mudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 
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Penyandang disabilitas dapat melakukan berbagai macam aktivitasnya dan menggunakan 

fasilitas publik secara mandiri tanpa bantuan orang lain. 

Mahasiswa Penyandang Disabilitas 

Dalam Panduan Layanan Pendidikan Untuk Mahasiswa Disabilitas yang dikeluarkan 

oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi bahwasannya Mahasiswa Disabilitas (persons with disabilities) merupakan 

mereka yang mengalami gangguan, kesulitan maupun hambatan dalam melakukan aktivitas 

atau fungsi tertentu sehingga mereka harus membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi 

lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara 

penuh dan efektif dalam melakukan kegiatan di kehidupan bermasyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

yang dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan akomodasi yang 

layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta 

dengan jelas menggambarkan fenomena objek penelitian berdasarkan dengan fakta-fakta yang 

didapat dari penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan 

implementasi kebijakan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di 

UMJ. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Komunikasi 

1) Transmisi 

Dalam menjalankan suatu kebijakan, para implementor kebijakan tersebut harus 

memahami terlebih dahulu kebijakan yang akan dilaksanakan guna mewujudkan implementasi 

yang baik. Dalam rangka menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan 

untuk peserta didik penyandang disabilitas oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang 

dilakukan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan merupakan salah satu tugas dari 

instansi pendidikan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas 

salah satunya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semua pihak pimpinan universitas dan 

pimpinan fakultas telah mengerti dan memahami kebijakan tersebut, serta menjadi salah satu 

tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pimpinan di suatu lembaga pendidikan. 
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Dalam melaksanakan kebijakan dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta 

didik penyandang disabilitas di UMJ bahwa pelaksana kebijakan sudah memahami dengan 

baik, tetapi pada pelaksanaan mengenai kebijakan tersebut masih terdapat kekurangan dan 

belum dilakukan secara maksimal dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik 

penyandang disabilitas di UMJ dikarenakan belum tersedia sepenuhnya sarana prasarana untuk 

mahasiswa disabilitas dan juga belum sesuai dengan standart kriteria sarana prasarana yang 

dibutuhkan oleh mahasiswa disabilitas. 

2) Kejelasan 

Salah satu yang paling utama dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu kejelasan 

yang diberikan kepada pelaksana kebijakan. Supaya para pelaksana kebijakan dapat mengerti 

tujuan maupun sasaran dari suatu kebijakan sehingga pelaksana kebijakan dapat 

mempersiapkan untuk mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. 

Pimpinan universitas dan pimpinan fakultas telah memberikan kejelasan namun hanya 

diawal pada saat penerimaan mahasiswa baru. Kejelasan yang diberikan melalui kegiatan 

orientasi mobilitas dengan mendatangi setiap fakultas untuk mendapatkan informasi terkait 

fasilitas apa saja yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas dan kegiatan tersebut 

diselenggarakan oleh DCC UMJ. Selain itu, kejelasan yang diberikan juga melalui seminar 

disabilitas, serta memberikan informasi mengenai kegiatan tersebut melalui platform instagram 

yang dimiliki oleh DCC UMJ dan website namun tidak dilakukan secara rutin. Mengenai 

sosialisasi terkait sarana dan prasarana didapati hasil bahwa belum tersosialisasikan kepada 

mahasiswa disabilitas, karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh pimpinan universitas 

sehingga menurut pelaksana kebijakan semua hal salah satunya pada sarana prasarana sudah 

aman. 

3) Konsistensi 

Dalam melaksanakan suatu kebijakan sangat diperlukan konsisten yang tinggi dari para 

pelaksana kebijakan, supaya kebijakan tersebut dapat terimplementasi sesuai dengan tujuan 

yang sudah ditetapkan. 

Pimpinan universitas dan pimpinan fakultas belum sepenuhnya dapat konsisten dan 

komitmen dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas 

di UMJ. Hal ini masih terdapat beberapa hambatan seperti bangunan gedung yang sudah 

tersedia tetapi belum ada fasilitas yang dikhususkan untuk mahasiswa disabilitas dan belum 

memperhatikan aksesibilitas untuk mahasiswa disabilitas, serta hambatan lainnya yaitu tidak 

adanya standar biaya khusus yang ditujukan untuk penyediaan akomodasi yang layak untuk 

peserta didik penyandang disabilitas. Walaupun sudah memperhatikan beberapa aspek seperti 
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menjaga keselamatan akses yang dilalui oleh mahasiswa disabilitas, dalam implementasinya 

masih banyak yang harus ditingkatkan dan diperbaiki lagi mengenai penyediaan akomodasi 

yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ. 

2. Sumber Daya 

1) Staf 

Salah satu sumber daya yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan adalah sumber daya manusia atau staf, karena sumber daya yang berkualitas dan 

kompeten dapat mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. 

Staf/karyawan maupun dosen mendukung penuh kebijakan tersebut. Adanya 

pembagian kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh staf, namun masih ditemukan 

beberapa staf/karyawan ataupun dosen yang kurang responsif atau kurang peka dalam 

memberikan pelayanan kepada mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ. Hal ini dikarenakan 

masih adanya staf/karyawan yang belum memahami dan mengerti isi dari kebijakan tersebut 

dan belum ada pelatihan khusus yang memang ditujukan kepada staf/karyawan maupun dosen 

sehingga belum sepenuhnya menghasilkan pelayanan yang prima kepada mahasiswa 

penyandang disabilitas di UMJ. 

2) Informasi 

Berdasarkan hasil temuan di UMJ pada indikator informasi bahwa didapat hasil yakni 

terdapat perbedaan pemahaman mengenai petunjuk teknis yang digunakan dalam pelaksanaan 

peraturan tersebut oleh pihak pimpinan universitas dengan pimpinan fakultas di UMJ, karena 

kurangnya sosialisasi dan kurangnya persamaan persepsi yang dilakukan oleh pimpinan 

universitas kepada para pemangku kepentingan yakni dekan fakultas mengenai petunjuk teknis 

yang digunakan dalam implementasi kebijakan tersebut berupa standar mutu sarana prasarana 

yang dibuat oleh UMJ. 

3) Wewenang 

Berdasarkan hasil temuan di UMJ pada indikator wewenang bahwasannya pimpinan 

baik fakultas maupun universitas telah memahami wewenang dalam pelaksanaan kebijakan 

tersebut. Secara keseluruhan pimpinan ataupun staf memahami wewenang yang dimiliki 

sehingga para pelaksana kebijakan sudah tahu dengan apa yang menjadi tugas dan pokok 

masing-masing. Akan tetapi, para pimpinan hanya memahami mengenai kewenangan yang 

dimilikinya namun belum dilaksanakan sepenuhnya dalam penyediaan akomodasi yang layak 

untuk peserta didik penyandang disabilitas. 
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4) Fasilitas 

Berdasarkan hasil temuan di UMJ pada indikator fasilitas yakni dari segi fasilitas, 

pimpinan universitas ataupun pihak fakultas telah menyediakan beberapa fasilitas. Namun, 

mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ masih mengeluhkan terkait fasilitas yang memang 

dikhususkan untuk mahasiswa disabilitas netra yang belum tersedia sepenuhnya dan belum 

memperhatikan aspek keselamatan serta kenyamanan mahasiswa penyandang disabilitas. 

Karena mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ hampir semuanya mengangalami disabilitas 

netra total dan disabilitas netra low vision. 

3. Disposisi 

1) Sikap Pelaksana 

Berdasarkan hasil temuan pada indikator sikap pelaksana yakni pihak pimpinan 

universitas ataupun fakultas terus melakukan koordinasi melalui rapat serta berusaha penuh 

untuk memenuhi dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang 

disabilitas di UMJ. Namun, mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ menyatakan bahwa 

pihak pelaksana kebijakan belum sepenuhnya komitmen. Hal tersebut, karena janji pimpinan 

mengenai beasiswa yang akan didapatkan oleh mahasiswa disabilitas namun nyatanya pada 

setiap semester mahasiswa disabilitas harus menagih janji para pimpinan dahulu dan belum 

tentu mahasiswa disabilitas akan dapat beasiswa di tiap semesternya.  

Selain itu, terdapat mis komunikasi terkait informasi yang didapat oleh pimpinan 

mengenai apa saja sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas 

serta pimpinan Universitas kurang memerhatikan kebijakan yang sudah ada sehingga 

berdampak dalam melakukan penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik 

penyandang disabilitas. 

2) Insentif 

Berdasarkan hasil temuan pada indikator insentif yakni pimpinan universitas dan 

pimpinan fakultas melakukan pengawasan kepada bawahannya untuk memastikan semuanya 

dapat berjalan dengan baik atau tidaknya melalui laporan pertanggungjawaban yang dibuat tiap 

tahunnya. Mengenai sumber anggaran yang terbesar berasal dari biaya pendidikan mahasiswa 

UMJ. Setiap fakultas membuat RAPB untuk mengajukan apa saja yang dibutuhkan terkait 

sarana prasarana, administrasi, atau kebutuhan dosen kemudian di satukan dengan kebutuhan 

yang juga diajukan oleh universitas. Setelah itu disahkan oleh rektor UMJ, kemudian setelah 

itu akan di bawa ke PP Muhammadiyah. 
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4. Struktur Birokrasi 

1) Standard Operating Prosedures (SOP) 

Standard Operating Prosedures atau SOP merupakan tahapan yang digunakan dalam 

melakukan suatu kegiatan untuk meminimalisir keadaan yang tidak diinginkan dan juga 

sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan. 

Berdasarkan hasil temuan di UMJ mengenai SOP yakni Universitas Muhammadiyah 

Jakarta tidak ada SOP secara spesifik yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang 

Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, yang ada hanya Standar 

Mutu Sarana Prasarana UMJ yang dijadikan pedoman terkait penyediaan akomodasi yang 

layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di UMJ. 

2) Fragmentasi 

Berdasarkan hasil temuan di UMJ mengenai indikator fragmentasi yakni pimpinan 

universitas memberi kewenangan kepada para Dekan Fakultas dalam penyediaan akomodasi 

yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di fakultasnya. Dalam melakukan 

kebijakan tersebut UMJ memiliki standar untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. 

Standar tersebut tercantum pada SK Rektor No. 322 Tahun 2020 Tentang Standar Mutu 

Universitas Muhammadiyah Jakarta. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan 

Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Universitas 

Muhammadiyah Jakarta sudah menjalankan regulasi tesebut, namun belum berjalan secara 

optimal dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kesimpulan di setiap indikatornya, sebagai berikut : 

1) Komunikasi  

Pelaksana kebijakan telah memahami kebijakan tersebut, namun belum ada 

sosialisasi secara berkala, sehingga para mahasiswa disabilitas belum memahami isi 

kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan belum sepenuhnya konsisten dalam 

melaksanakan kebijakan disebabkan ada hambatan yaitu bangunan gedung sudah 

tersedia tetapi belum sepenuhnya fasilitas yang dikhususkan untuk mahasiswa 

disabilitas dan belum memperhatikan aksesibilitas untuk mahasiswa disabilitas. 

 

 



 
 

Implementasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik  
 Penyandang Disabilitas Di Universitas Muhammadiyah Jakarta 

36        Jurnal Media Administrasi - Vol. 9 No. 1 April 2024  
 
 
 

2) Sumber Daya 

Staf/karyawan di UMJ cukup banyak dan pembagian wewenang sesuai dengan 

latar belakang pendidikan dan kemampuan yang dimiliki. Namun, masih terdapat 

sebagian staf yang kurang responsif dan kurang peka dalam memberikan pelayanan 

untuk mahasiswa disabilitas. Disebabkan belum ada pelatihan khusus yang ditujukan 

untuk staf atau karyawan. 

3) Disposisi  

Pelaksana kebijakan terus melakukan koordinasi melalui rapat untuk membahas 

pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan pernyataan mahasiswa disabilitas, 

pelaksana kebijakan belum konsisten dan komitmen dengan yang sudah dijanjikan 

pimpinan kepada mahasiswa disabilitas mengenai beasiswa serta terdapat mis 

komunikasi mengenai informasi yang didapat oleh pimpinan universitas terkait apa saja 

yang dibutuhkan oleh mahasiswa disabilitas di UMJ. 

4) Struktur Birokrasi Pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tidak memiliki 

Standard Operating Prosedures (SOP) yang spesifik untuk dijadikan pedoman, yang 

ada hanya Standar Mutu Sarana Prasarana UMJ. Namun berdasarkan pernyataan 

pimpinan fakultas bahwa fakultas tidak memiliki standar mutu sarana prasarana. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dari hasil penelitian yang dilakukan 

adapun saran yang didapatkan sebagai berikut: 

1) Meskipun sudah ada standart mutu sarana prasarana di UMJ, namun perlu adanya 

regulasi turunan atau SOP yang spesifik untuk keseragaman disetiap fakultasnya guna 

menjalankan kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang 

Disabilitas khususnya di UMJ. 

2) Perlu lebih diaktifkan dalam melakukan sosialisasi. Selain penyebaran informasi melalui 

media sosial, sosialisasi perlu dilakukan secara bertatap muka kepada mahasiswa 

penyandang disabilitas di UMJ membuat forum sosialisasi atau membuat seminar terkait 

isu-isu disabilitas. 

3) Agar pelayanan yang diberikan para staf kepada mahasiswa penyandang disabilitas lebih 

prima, kualitas SDM perlu ditingkatkan dengan mengadakan pelatihan khusus untuk 

para staf di UMJ supaya dapat memberikan pelayanan yang prima. 

4) Fasilitas pendukung dalam melaksanakan kebijakan tersebut lebih di tingkatkan lagi, 

seperti komputer yang terinstall screen reader sebaiknya ada di setiap fakultas untuk 
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mempermudah mahasiswa disabilitas dalam mengerjakan tugas, dibuatkan guiding 

block di area lingkungan UMJ sampai ke tiap fakultas, lift yang sudah menggunakan 

huruf braille di tombol lift tersebut dan lift dilengkapi dengan announcer. 

5) Perlu adanya Standar Biaya Khusus yang memang ditujukan untuk penyediaan 

akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. 

6) Pentingnya untuk mengaktifkan Unit Layanan Disabilitas yaitu DCC UMJ sebagai salah 

satu wadah untuk mengadvokasikan segala aspirasi maupun pendapat yang dimiliki oleh 

mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ serta untuk melindungi hak dan kewajiban 

mahasiswa disabilitas. 

7) Pelaksana kebijakan perlu melakukan evaluasi kebijakan terkait dengan kekurangan dan 

hambatan apa saja untuk mencapai tujuan Implementasi Kebijakan Akomodasi Yang 

Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Universitas Muhammadiyah 

Jakarta. 
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